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LEiIVIBARA!',." DAER.AH KABCP .\TL'~ RE\H3A'\'G
:\O\IOR 6 TAHL:\" ZOOU
TANMSAH..\~ LEVrBA.RA., DAERA.H ;'QM.OH 3

PERATuRAN DAERAH KAIH :PATC:N REMBAG
:\O\10R 6 TAHUI\: 2000
TENTA'G

SUSUNAN! ORGANISASI DAI\ TATA 1{ERJA
PEMERINT~H DESA

OE;\GA\ R.\H)\AT TUHA\ YA\G ;\VJ-A ESA
BUPATI REMBANG

Menimbang a. bahwa dengan telah diretapkarmva Undang-undang
"\omor 22 Tahun !999 tentang Pemerintahan Dae rah
dan Keputusan Menteri Dalarn Negeri No mor n~
Tahun 1999 tentang Pedornan [/murn Pengati.
Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun

renrang Susunan Organisasi Tata kerja Pemerintahan
Desa dan Perangkat Desa dipandang sudah tidak

sesuai lagi:

b. hahwa sehubungan dengan ha! te rse but

m=netapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Des a ctengan Peraturan Daerah

Mengingat I Lndang-undang  -omor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

2. Lndang-undang Nomo r 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
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Indone sra Tahu n [%)99 No rno r hit Tambaha n
l.ernbaran iiegara ''omor ]8:3>)

1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 renrang teknis-te knis Pcnyusunan
Peraru rarr Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Cnda ng-undang, Rancangan Peratu ran
Pernermtah dan Rancangan Keputusan Presiden:

I. Peraturan Menter: Dalam i\egeri .iornor 4 Tahun
1099 tenrang Pc ncabut an l3eherapa Peraturan
AMenteri Dalarn :\egeri. Keputusan vlenteri Dalam
'egeri dan Instruks, Menteri Dalam cgeri
Mengenai  Pelaksanaan  Undang-undang Nomor .5
Tahun 1979 tentang Pernerintahan Desa:

5. Keputusan Menteri Dalam. iegeri .ornor 64 Tahun
1999 rentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILA . RAKYAT OAERAH KABUPATEN RE.MBANG

MEMUTUS K.\

Menetapkan PERATURA:\ DAr~AH KABUPATL.~ REMBA~G
TE. 'TAI'G SL'SL"\Al.  ORGA:\ISASI Dr\:\ TATAKERJ,\
PEMERI 'TAH DES.\

BAB I
KETENTL1A.N UNU\1

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud denzan
a  Daerah adalah Kabuparen Rernbang:
b. Bupari adalah Bupati Rernbang:
c. Curnar adalan Carnat di Kabuparen Rernbana:

d. Desa adalah kesatuan masvarakar hukurn ,arig merniiki kewenangan
untu k mengatur dan rnengurus kepenringan masvarakat setempar
berdasarkan asal usul dan adat isriadat setempat yang diakui dalam
Sistm Pemerintahan :\as;onal dan berada di Kabupaten Rembang;

p.  Pemenntahan Desa adalah k=giaran pernermrahan vang dilaksanakan
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oleh Pemerintah Desa dan Sadan Perwakilan Desa:
f.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa:
g. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;

h.  Perangkat Desa adalah unsur staf yang mernbantu Kepala Desa dalam
melaksanakan rugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Des a.
Kepala Urusan dan Kepala Dusun:

1. Badan Perwakilan Desa yang selanjut nva disebut BPD adalah Sadan
Perwakilan yang ada di desa yang berlungsi mengayomi adat-istiadai.
membuat Peratur an Desa, menampung dan me nyalurkan asp irasi
masyarakat serta melakukan pengawasan rerhadap psnyelenggaraan
Pemerintahan Desa:

J. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang: ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

k. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan
kerja pelaksanaan Pernerintahan Desa:

| Tugas Pembantuan adaiah Penugasan dari Pemerinrah.  Pernerintah
Propins i dan atau Peme rintah Kabu paten kepada Desa untuk
melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan
prasarana serta SumberDaya Manusia derigankewajiban melaporkan
pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB I

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal2
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsurunsur eksekutif dalam
penyelenggaraan  Pemerintahan Desa
Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Pemerintah Desa rerdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapar terdiri atas

a. unsur staf yaitu unsur pelayanan seperri sekrerariar dan atau tata
us aha;
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h. unsur pelaksana. yaitu unsur pclaksana teknis lapangan seperti
urusan pamcng tata urusan cits a dan urusan kearnanan serta urusan

kernarian 'kPagamaan,

< unsur wilayah. vaitu unsur pernbantu Kepala Desa di wilayah bagian
Desa seperti Kepala Dusun.

N tnsur Staf scbaaaimana cimaksud dalarn avat (2) hurut « dipimpin cleh
seorang Sekreraris Desa dan dapat dibanru staf

<~1 Unsur Pelaksana sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (2) huruf b dengan
sebut an Kepala Urusan, sediknnya ierdiri dari 2 (dua) unsur teknis.

(5) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayar (2) huruf c sedikir-
sedikitnya terdiri dari | (satu) wilavah bagian Desa yang dijabat oleh
Kepala Dusun.

(6) Jumlah staf Sekretariat Desa. Kepala Urusan dan Kepala Du sun
sebagaimana dimaksud dalam avat (3), (4) dan (5) disesuaikan dcngan
keburuhan dan kondisi sosial budaya masvarakar masyarakat Desa ser-a

kemampuan Desa seiernpat
Pasal4

Susunan Organisasi Pernerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Ketiga
Kepala Desa
Pas..!5

(I LKPp.aJa Desa memrrnpin Pemerintah Desa berdasarkan kehijakan yang
ditetapkan bersama BPD.

(2) Kepala Desa mempunvai tugas can kewajiban :

Memimpin penyelenggaraan Pemerimah Desa:

membina kehidupan masyarakat Desa:

membina perekonomian Desa:

memelihara keremraman dan ketertban masyarakat d“esa:

mendamaikan  perselisihan masyarakat di desa

o Ao oo

mewakili Desanva didalam dan diluar Pengadilan dan dapar
menunjuk kuasa hukumnya;

g mengajukan  Rancangan Peraturan Desa dan bers arna Badan
Perwakilan Desa menectapkannya sebagai Peraturan Desa:
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h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan herkembang di
Desa yang bersangkutan:

1. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

(3) Penyelenggaraan  Pernerintah Desa sebagaimana dirnaksud dalam ayar
(2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendaraan pe nduduk untuk
kepentingan  nasional dan rnelaporkannya  kepada Pernerintah melalui
Bupati dengan ternbusan Camat.

(4) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalarn ayat
(2) huruf e Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kernasyarakatan
Desa yang ada

(5) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat
mengikat pihak-pihak yang berselisih.

(6) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
ayar (2), Kepala Des a wajib bersikap dan benindak adil, tid ak
diskriminatif ~ serra tidak mempersulit dalarn mernberikan pelayanan
kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Perangkat Desa

Pasal6

Perangkat Desa dapat terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala  Urusan.
dan Kepala Dusun.

Pasal 7
Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas

dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-rnasing,

BAB I
TATAKERJA
Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung
jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakila; Desa dan menyampaikan
laporan mengenai pelaksanaan  tugasnya kepada Bupati dengan
tembusan kepada Camat.



(2l Perta nggung jawaban dan laporan pelaksanaan  tugas Kepala Desa
sebagairnana dirnaksud dalarn ayat Ii) disarnpaikan sekurang-kurangnve
sekali dalarn serahun pada seriap akhr tahun anggarun

Pasal 9
jalam  M(kks~r.:1la~ tuge-n;ii  Perangkat Desa sebagaunana dimaksud
dalam Pasal - berranggung jaw ab kcpada Kcpala Dcs.i.
BAB rv
KETENTIi.N.i"PERAL IHAN
Pasal 10

() Selambat-larnbatnva dalamjangka waktu satu tahun setelah berlakunya
Peraturan Daerah ini. Kepala Desa harus sudah menetapk=n Susunar,
Organisasi dan Tata Kerja Pernerintah Desa yang disesuaikan dengar,
Peraturan Daerah ini

'2) Jabaian Kepala Desa. Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada
saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai Jabatan Kepaia
Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkaan Peraruran Daerah
ini.

(3) Jabatan Kepala Urusan. Pembantu Kepala Urusan dan Pernbantu Kepala -
Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditata
kembali sesuai Susunan Organisasi dan Tara Kerja Pemerintah Desa
rnenurut Peraturan Daerah ini

BABY
KETENTUAN" LAIN-LAIN DAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

De ngan be rlaku nva Per aturan Dae rah ini. mak a Peraturan  Daer ah
Kabupaten Daer ah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun [982 temang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pernerintahan Desa dan Perangkat Desa
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraiuran Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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.vgar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. me me rint ah kan
pengundang;rn  Peraturan Daerah ini dengan pe nempatannya dalam
[.embaran Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September W00
BuPATI RFEMBANG

rtd
HENDARS5ONO
Diundangkan di Rernbang
pada tangga: 2 Oktober 2000

SEKRETARfS DAERAI ! KABUPATEN
REM BANG

Itd

H. NOERANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2000 NOMOR 6
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PENJELASAN
ATA.S
PERATUR.0N DAERAH KABUPATE~ REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG

SUSUNAIi\i ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999
telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
dan Undang-undang Nornor 5 Tahun 1979 tenrang Pemerintahan Oesa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999tenrang Pemerintahan Daerah. diregaskan bahwa pengaturan lebih
lanjut rnengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten /Kota berdasarkan pedoman umurn yang ditetapkan
oleh Pemerintah

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

I. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan beberapa Peraturan Memeri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Oalam Negeri mengenai
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pernerintahan Desa:

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang

Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Perisrilahan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang

Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri tersebut diatas. maka salah satu ha! yang harus dilaksanakan
oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan
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Organisasi clan Tata Kcrja Pernerintah Desa

Pcrarur an Daerah in: merupakan pcngganr. dari Poratur an
Daerah Kabupaien Dae rah Tlngkat II Rem bang Nornor 9 Tahun 982
tPnrrng Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Dcsa can
Pl-rargk;n Desa.

P.\SAL OE\1! PASAL
Pasa. !
Cukup jc:las
?asal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Avat
Cukup jelas
Avat 2
C....kup jelas
Nyat 3
Kebutuhan Staf disesuaikan situasi dan kondisi Desa.
A.var..;.
Cukup jelas
Avat 5
Cukup jelas
Avat 6
Cukup jelas
Pasai 4

Dalam menerapkan pedoman pola Organisasi Pemerintah Desa.
Bupat i menerapkan Pola Maksimal uar. Pola Minimal. yang
didasarkan pada variabel-variabel sebagai berikut :

a. Luas wilayah:
b. Jumlah penduduk;

c. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa:

o

Jumlah Perangkat Desa:



e. Tingkat kriminalitas
f  Sarana dan prasarana Desa yang meliputi

) Jumlah Kantor De-1;

N

Jumlah pasar Desa:

w

Panjang jalan Desa;

(S N

)

)

) Luas tanah Bonda Desa;
) Jumlah lapangan Desa:
)

6) Jumlah Ternpat Ibadah;
7) Sarana dan prasarana lainnya.
g Lainlain yang dipandang perlu
Pasal5
Ayat 1
Cukup jelas
Avat 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h

Yang dimaksud menjaga kelesrarian adat

istiadat

adalah



-6l -

sepanjang adat istiadat tersebut tidak hertentangan clecngan
norrna Agama, Kesusilaan. Hukum din Sosial.
Huruf i
Cukup jelas
Avar 3
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada yaitu

Lembaga Kernasyarakatan yang diberituk dan atau diakui oleh
Pemerintahan  Desa, seperti RT/RW, P2A dan sebagainya.

Ayar 5
Cukup jelas
Ayat 6
Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBA!'IG NOMOR 3



